RENCANA AKSI-REFORMASI BIROKRASI
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KPT KPU PROVINSI NTB NO 19/0RT.07/52/2022, 15 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG RENCANA AKSI
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2022

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim
Reformasi Birokrasi berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara
Barat berkewajiban menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi

Tahun 2022.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara
Barat adalah: UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU
Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun
2017; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; Pespres Nomor 126 Tahun 2017,
Perpres Nomor 18 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Rl Tahun
2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020;
Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 612/0ORT.04-
Kpt/05/KPU/XI1/2020; Keputusan KPU Rl Nomor: 314/ORT.07-
Kpt/01/KPU/V/2021.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat
ini diatur tentang: Penetapan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun

2022.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi NTB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal
17 Januari 2022.

- Lampiran 12 halaman.



